
RANCANGAN 

 
 

 
 

BUPATI KUDUS 
 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
 

NOMOR    4   TAHUN   2017 
 

 TENTANG 
 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2010 
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 
 

BUPATI KUDUS, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan   
kinerja Pimpinan serta  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kudus dan dengan memperhatikan asas 
kepatutan, kewajaran, rasionalitas, harga setempat yang 
berlaku dan kemampuan keuangan daerah, serta 
berdasarkan Hasil Survey sebagaimana dimaksud dalam 
surat Kepala PT. SUCOFINDO (Persero) Cabang Semarang 
tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 519.1/ SMG-
Kom.I/X/2016 Perihal Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi 
Penelitian Ulang Tunjangan Perumahan untuk Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, perlu 
menetapkan Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 9 Tahun 2010  tentang Tunjangan 
Perumahan  bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

    

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

  4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
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   5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah             
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015         
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

  7.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4721); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
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  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 98); 

                                

 

 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

    

Memperhatikan              : Surat Kepala PT. SUCOFINDO (Persero) Cabang Semarang 
tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 519.1 / SMG-Kom.I/ X / 2016 
Perihal : Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penelitian Ulang 
Tunjangan Perumahan; 

   

  MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan      : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG 
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS. 

 
  
 Pasal I 
  

 Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan 
Perumahan  bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2016 Nomor 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

  
Pasal 3 

  

 (1) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, adalah sebagai 
berikut: 

 a. Ketua diberikan sebesar Rp. 17.700.000,00 (tujuh belas 
juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan 

 b. Masing-masing Wakil Ketua diberikan sebesar                         
Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)  setiap bulan. 
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 (2) Besaran tunjangan perumahan bagi masing-masing Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, 
diberikan sebesar Rp.11.800.000,00 (sebelas juta delapan 
ratus ribu rupiah) setiap bulan. 

  
 Pasal II 
  
 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

   
   
   
   Ditetapkan di Kudus 
   pada tanggal 18 januari 2017 
    
  BUPATI KUDUS, 

   
 

 
M U S T H O F A 

 
 
 
Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 18 Januari 2017 
 
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,  

 
 

 
                           NOOR YASIN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 20172 NOMOR   4   
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